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Abstrak

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum selalu diwakili oleh
organnya untuk melakukan perbuatan hukum. Ketika terjadi
kerugian pada pihak ketiga, maka perseroan terbatas,
sepatutnya bertanggung jawab atas perbuatan orang yang
mewakilinya. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah
perseroan terbatas tetap harus bertanggung jawab apabila orang
yang mewakili perseroan terbatas bertindak diluar
kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis normatif untuk menetapkan batasan penerapan
tanggung gugat terhadap perseroan terbatas. Article ini
menetapkan batasan terhadap penerapan vicarious liability bagi
perseroan terbatas yaitu (1) keterkaitan antara perbuatan
melawan hukum dengan posisi pelaku sebagai karyawan
perseroan terbatas, (2) fakta bahwa perseroan terbatas melalui
pengurusnya telah menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik termasuk dengan melakukan pengendalian internal, dan (3)
bahwa korban, berdasarkan prinsip kewajaran, diperkenankan
untuk berasumsi bahwa karyawan sedang menjalankan lingkup
pekerjaannya.

Abstract

A limited liability company as a fictional person in law is
represented by its organs in carrying out legal actions. When a
third party suffers damages, the limited liability company should
be responsible for the actions of its representative. The question
arises whether the limited liability company should remain
responsible for the action of its representative which is beyond its
authority (ultra vires). This study uses a normative juridical
research method to set limits for the application of vicarious liability
against a limited liability company. This article draws several
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good corporate limitations which are (1) the link between the unlawful act and the
governance; perpetrator's position as a limited liability company employee, (2)
reasonableness; the fact that the limited liability company through its management
vicarious liability; has implemented good corporate governance including carrying out
limited liability internal controls, and (3) victims, relying on reasonableness
company; tort principle, are allowed to assume that employees are carrying out

their scope of work.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas batasan atau kriteria untuk penerapan tanggung gugat
terhadap perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum karyawan yang
menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Sebagai ilustrasi, dalam hal karyawan
yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas melakukan pembocoran
informasi rahasia dari mitra perseroan terbatas, apakah perseroan terbatas dapat
dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh mitra akibat
kecerobohan karyawannya. Ilustrasi lainnya adalah ketika karyawan dengan
menggunakan posisinya atau jabatannya dalam perseroan terbatas melakukan
penipuan yang merugikan mitra perseroan terbatas, apakah perseroan terbatas
dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh mitra
akibat penipuan tersebut.

Mengacu pada konsep tanggung gugat atau tanggung jawab pengganti atau
vicarious liability, sebuah perseroan terbatas dapat diminta untuk mengganti
kerugian pihak lain yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum
karyawannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang
menyatakan sebagai berikut:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan

perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-3”
Selanjutnya, Pasal 1367 KUHPerdata juga menyebutkan beberapa pihak yang harus
bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi
tanggungannya, yaitu orang tua/wali terhadap perbuatan anak, majikan terhadap
perbuatan bawahan, guru sekolah terhadap perbuatan murid serta kepala tukang
terhadap perbuatan tukang yang berada di bawah pengawasannya. Berdasarkan
Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdata, tanggung jawab orang tua, guru sekolah atau
kepala tukang berakhir jika mereka tidak dapat mencegah perbuatan orang-orang
yang menjadi tanggungannya.! Tetapi, ketentuan perihal pengecualian tanggung
gugat ini tidak menyinggung hubungan antara majikan dengan bawahan. Padahal
dalam praktik ditemukan peristiwa-peristiwa dimana karyawan bertindak diluar
kewenangannya yang menyebabkan kerugian bukan hanya pada pihak ketiga tapi
juga pada perseroan terbatas sebagai majikan karyawan tersebut. Fakta bahwa
karyawan bertindak diluar kewenangannya, atau sering disebut ultra vires,
kemudian menjadi salah satu pembelaan yang sering diajukan oleh perseroan
terbatas agar terbebas dari tanggung jawab mengganti kerugian pihak ketiga yang
timbul dari perbuatan melawan hukum karyawannya.? Dari beberapa putusan

Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2 Lihat Yeyen vs. PT. Sun Star Prima Motor Bekasi, Nomor 74 /Pdt.G/2020/PN Bks, Pengadilan
Negeri Bekasi, 2 Desember 2020; PT. Internasional Nickel Indonesia vs. PT. Sumber Sarana Mas
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pengadilan yang akan dipaparkan dalam artikel ini, belum terlihat adanya
konsistensi terhadap penerimaan pembelaan ultra vires sebagai pengecualian
tanggung gugat perseroan terbatas terhadap perbuatan melawan hukum
karyawannya.

Dari sudut pandang perseroan terbatas, kemampuan pengurus perseroan
terbatas untuk mengawasi perbuatan seluruh karyawannya tentu sangat terbatas.
Hal ini antara lain dipengaruhi oleh jumlah karyawan dan lokasi kegiatan usaha
yang mungkin berbeda dengan kantor pusat perseroan terbatas. Oleh karena itu,
sangat wajar apabila perseroan terbatas menggunakan pembelaan ultra vires untuk
mengecualikan penerapan vicarious liability terhadapnya. Di sisi lain, perseroan
terbatas adalah subjek hukum fiktif yang bertindak melalui organ dan karyawannya.
Pihak ketiga memiliki akses yang terbatas terhadap dokumen-dokumen internal
perseroan terbatas seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perjanjian kerja
yang berlaku bagi karyawan perseroan terbatas. Oleh karena itu, batasan ada
tidaknya ultra vires hanya diketahui oleh pengurus dan karyawan perseroan
terbatas itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali batasan atau
kriteria untuk penerapan tanggung gugat terhadap perseroan terbatas atas
perbuatan melawan hukum karyawan yang menimbulkan kerugian pada pihak
ketiga.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah
metode yuridis normatif dimana artikel ini akan pertama-tama membahas
penafsiran terhadap Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata yang tercermin dalam doktrin
dan beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Selanjutnya, artikel ini akan
menguraikan konsep tanggung jawab majikan terhadap tindakan bawahan di
beberapa yurisdiksi selain Indonesia. Penjelasan ini akan diikuti dengan kajian
terhadap kewajiban perseroan terbatas untuk menerapkan tata kelola perusahaan
yang baik. Terakhir, artikel ini akan menyajikan analisis sejauh mana pihak ketiga
dapat mengasumsikan bahwa orang yang bekerja untuk perseroan terbatas
bertindak dalam kewenangannya berdasarkan prinsip kewajaran.

PEMBAHASAN
Konsep Vicarious Liability dalam Hukum Perdata Indonesia

Vicarious Liability dalam Hukum Perdata Indonesia tercermin dalam Pasal
1367 KUHPerdata yang dapat dikualifikasi sebagai tanggung jawab berdasarkan
risiko, artinya seseorang harus bertanggung jawab terhadap kerugian orang lain
bukan karena kesalahan yang dilakukannya tetapi karena ia sepatutnya
menanggung risiko bahwa orang yang menjadi bawahannya atau merupakan
tanggungannya dapat melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian pada orang
lain.3 Mengenai frasa “orang yang berada di bawah tanggungannya”, perlu dipahami

Abadi, Nomor 567 PK/PDT/2014, Mahkamah Agung, 11 Februari 2015; Vicki Apriyanti & Siti
Rohana vs. Commonwealth Bank Indonesia & Fenny Anggraini, Nomor 59/Pdt.G/2013/PN/PLG,
Pengadilan Negeri Palembang, 12 Desember 2013; Johny Widjaya dkk vs. PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Cabang Ambon, Nomor 98/Pdt/2021/PT Amb, Pengadilan Tinggi Ambon, 31
Januari 2022.

3 Trusto Subekti, ‘Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan’ (2008) 8 (1) Jurnal
Dinamika Hukum 21, 22. Dalam beberapa literatur, risk based liability ini juga disamakan
dengan strict liability, lihat Sudjana, ‘Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi
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bahwa pada umumnya hubungan antara penanggung dan orang yang ditanggung
(vaitu orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, dan kepala tukang terhadap
tukang) tidak berkaitan dengan pengurusan kepentingan seseorang oleh orang
lainnya. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua, guru dan kepala tukang secara
tegas diberikan pembatasan dalam pasal 1367 ayat (5) KUHPerdata yaitu bahwa
tanggung jawab mereka berakhir dalam hal mereka dapat membuktikan bahwa
mereka tidak dapat mencegah perbuatan atas mana mereka seharusnya
bertanggung jawab. Tetapi, jika kita berbicara perihal tanggung jawab majikan dan
bawahan, persoalannya menjadi berbeda karena majikan dapat memilih siapa-siapa
saja yang akan diangkatnya untuk mewakili urusan mereka. Selain itu, orang-orang
tersebut diangkat untuk keuntungan dari majikan. Dengan demikian, majikan yang
mendapatkan keuntungan dari perbuatan bawahan yang mengurusi
kepentingannya haruslah menanggung risiko jika ternyata orang yang diangkatnya
untuk mengurusi kepentingannya menyebabkan kerugian pada orang lain selama
unsur-unsur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata terpenuhi.* Hal ini sejalan
dengan asas Cujus est commodum, ejus debet esse inc ommodum, barang siapa
mendapat keuntungan harus juga menanggung kerugian yang muncul. Apabila
diuraikan maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata
adalah sebagai berikut:

1)  Ada hubungan majikan dan bawahan atau mengangkat dan diangkat;

2) Bawahan atau orang yang diangkat menyebabkan kerugian pada orang lain
dan;

3) Kerugian timbul ketika bawahan atau orang yang diangkat melakukan
pekerjaan mereka diangkat.

Perihal hubungan majikan dan bawahan sebagai salah satu unsur yang harus
dipenuhi, Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan yurisprudensi secara konsisten
menyatakan bahwa majikan termasuk mereka yang mengangkat orang lain untuk
mewakili urusan mereka.5 Dengan demikian, hubungan majikan dan bawahan
dapat diartikan sebagai hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tetapi dapat juga berupa
hubungan hukum lain yang melahirkan kewajiban bagi seseorang untuk melakukan
pekerjaan tertentu untuk kepentingan orang yang mengangkatnya, seperti
perjanjian pemborongan kerja.6 Dari sini dapat terlihat bahwa orang yang diangkat
atau bawahan harus melaksanakan urusan atau mengurusi kepentingan orang
yang mengangkatnya atau majikan. Jadi hubungan hukum antara majikan dan
bawahan atau orang yang mengangkat dan diangkat harus menunjukkan adanya
hirarki atau subordinasi. Dengan demikian, jika hubungan antara seseorang dengan
orang lainnya adalah setara atau seimbang tidak bisa digunakan Pasal 1367 ayat

dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank’ (2022) 6 (2) Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum

247, 260.
4 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum (Pradnya Paramita 1982) 127 dan 130.
5 Lihat Lim Chian Soen v. N.V. Bintang dan Soegono Atmodirejo, Nomor 558/K/Sip/1971,

Mahkamah Agung, 4 Juni 1973; Ny. Elly Afnida vs. PT Hartono Raya Motor Service, Et Al., Nomor
202 K/Pdt./1992, Mahkamah Agung, 30 Juli 1994 sebagaimana dikutip dalam Rosa Agustina,
Perbuatan Melawan Hukum (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003) 203.

6 Sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H., dan dikutip dalam Johny Widjaya dkk v.
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon, Nomor 98/PDT/2021/PT. Amb, Pengadilan
Tinggi Ambon, 31 Januari 2022.
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(3) KUHPerdata seperti misalnya hubungan antara direksi dengan komisaris
perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan direksi dan komisaris perseroan terbatas
sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Tentang kerugian, KUHPerdata tidak mengatur secara tegas kerugian yang
dapat dimintakan penggantian dalam perkara perbuatan melawan hukum. Namun
Bagian IV Buku III KUHPerdata yang merupakan bab yang mengatur akibat dari
tidak dipenuhinya perikatan tidak memisahkan perikatan yang timbul dari
kesepakatan maupun dari undang-undang. Oleh karena itu, berbicara tentang
kerugian yang dapat dimintakan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata
harusnya termasuk biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243
KUHPerdata. Selain itu, telah menjadi yurisprudensi bahwa penggugat juga dapat
meminta ganti kerugian immaterial yang tidak dapat dihitung atau tidak dapat
dibuktikan meliputi ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.?” Walaupun
dalam hal terakhir ini, Mahkamah Agung, dalam putusan MARI, No. 650
PK/Pdt/1994 tanggal 26 Oktober 1994, menyatakan bahwa penggantian kerugian
immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara
kematian, luka berat dan penghinaan.® Tetapi mengenai hal ini, sepertinya praktik
pengadilan di Indonesia belum konsisten karena dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 2822 K/Pdt/2014 antara Dirut PT. Lion Air sebagai pemohon kasasi
(Tergugat) melawan Budi Santoso sebagai termohon kasasi (Penggugat), hakim
mengabulkan gugatan penggugat yang meminta penggantian kerugian immaterial
akibat keterlambatan jadwal penerbangan® sekalipun hal tersebut tidak
mengakibatkan kematian, luka ataupun penghinaan.

Mengenai unsur ketiga Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata yaitu “dalam rangka
melaksanakan pekerjaan”, unsur ini umumnya ditafsirkan sebagai kesesuaian
dengan job description yang ditugaskan oleh majikan!® dan harus terjadi dalam jam
kerja.!! Dalam perkembangannya, selain terkait kedua hal tersebut, ada tidaknya
kewenangan bawahan dijadikan pembelaan oleh majikan untuk membatasi
tanggung jawab majikan atas kerugian yang ditimbulkan bawahan dalam
melakukan pekerjaannya (ultra vires). Terkait hal ini pengadilan di Indonesia
menerapkan konsep ultra vires dalam kasus-kasus pertanggungjawaban majikan
dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi dalam setiap kasus.

Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 567 PK/Pdt/2014 tertanggal 11
Februari 2015 perihal peninjauan kembali perkara PT. International Nickel
Indonesia (pemohon peninjauan kembali) melawan PT. Sumber Sarana Mas Abadi
(termohon peninjauan kembali) dan Raden Agus Setiawan bin Raden Muhammad
Rusdi dkk (sebagai para termohon peninjauan kembali),!?2 hakim tidak menerima

7 Djojodirdjo (n 4) 76.
8 Agustina (n 5) 65.
9 Riki Perdana Raya Waruwu, ‘Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial’ (Kepaniteraan

Mahkamah Agung, 12 September 2017) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-
hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-
waruwu-s-h-m-h> diakses 9 September 2024.

10 Sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H., dan dikutip dalam Johny Widjaya dkk v.
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon, Nomor 98 /PDT /2021 /PT Amb, Pengadilan
Tinggi Ambon 31 Januari 2022 45.

11 Rutten Verbintenissenrecht sebagaimana dikutip dalam Djojodirdjo (n 4)134.

12 PT. Internasional Nickel Indonesia v. PT. Sumber Sarana Mas Abadi, Nomor 567 PK/PDT /2014,
Mahkamah Agung, 11 Februari 2015.
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alasan ultra vires untuk mengecualikan tanggung jawab pemberi kerja atau majikan
terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga akibat perbuatan pegawainya. Dalam
kasus tersebut, Raden Agus Setiawan bin Raden Muhammad Rusdi (bawahan),
pegawai PT. International Nickel Indonesia (majikan), telah terbukti secara pidana
telah menerbitkan gate pass yang sebetulnya di luar kewenangannya sehingga
menyebabkan hilangnya excavator PT. Sumber Sarana Mas Abadi (pihak ketiga).
Mengenai hal ini, Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali, tidak
menerima pembelaan ultra vires yang diajukan PT. International Nickel Indonesia.
Hakim dalam perkara tersebut tetap memutus bahwa PT. International Nickel
Indonesia dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu, melalui
pegawai-nya, telah menyebabkan hilangnya excavator PT. Sumber Sarana Mas
Abadi. Dengan demikian, hakim menghukum PT. International Nickel Indonesia,
Raden Agus Setiawan bin Raden Muhammad Rusdi dkk, baik sendiri atau bersama-
sama secara tanggung renteng membayar biaya ganti kerugian yang dialami PT.
Sumber Sarana Mas Abadi.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri kelas IA Khusus Palembang Nomor
59/Pdt.G/2013/PN.PLG perihal putusan tingkat pertama perkara Vicki Apriyanti
dan Siti Rohana melawan Commonwealth Bank Indonesia Cq. Commonwealth Bank
Palembang dan Fenny Anggraini, tertanggal 12 Desember 2013,!3 hakim menerima
pembelaan ultra vires yang diajukan oleh Commonwealth Bank Indonesia atas dasar
adanya perjanjian kerja yang memuat klausul bahwa pegawai bertanggung jawab
secara pribadi atas akibat dari perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya.
Dalam kasus tersebut, terdapat Surat Praktek Kerja Profesional antara Fenny
Anggraini dan Commonwealth Bank Indonesia mengatur larangan bagi pekerja
untuk melakukan tindakan di luar daripada yang telah disepakati sehingga apabila
terdapat tindakan di luar daripada perjanjian kerja akan menjadi tanggung jawab
pribadi pekerja. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa
Commonwealth Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas tindakan Fenny
Anggraini yang merupakan bawahan Commonwealth Bank Indonesia karena
perbuatan Fenny Anggraini berada di luar ruang lingkup formil pekerjaannya.
Terkait hal ini, M.A. Moegni memiliki pandangan yang sama dengan hakim
Pengadilan Negeri Palembang dimana dalam kasus-kasus tertentu, tanggung jawab
majikan dapat dibatasi dengan adanya perjanjian yang mengatur bahwa majikan
tidak bertanggung jawab jika bawahan melakukan tindakan yang merugikan orang
lain.1* Hal ini, sesungguhnya tidak sejalan dengan asas privity of contract dan asas
pacta sunt servanda yang mengatur bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak
yang membuatnya sebagai undang-undang. Perjanjian antara majikan dengan
bawahannya tentunya tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga yang berada
di luar perjanjian. Oleh karena itu, orang yang dirugikan akibat tindakan seorang
bawahan seharusnya tetap dapat meminta pertanggungjawaban dari majikan yang
telah mengangkat dan mempekerjakannya. Setelah itu, majikan dapat
menggunakan hak regresnya terhadap bawahannya. Dari pemaparan unsur-unsur
Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tersebut, kiranya dapat dilihat bahwa belum

13 Vicki Apriyanti & Siti Rohana v. Commonwealth Bank Indonesia & Fenny Anggraini, Nomor
59/Pdt.G/2013/PN/PLG, Pengadilan Negeri kelas.I A Khusus Palembang, 12 Desember 2013.
14 Djojodirdjo (n 4) 135.
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terdapat konsistensi serta pembatasan yang jelas terhadap tanggung jawab majikan
terhadap perbuatan bawahan yang merugikan orang lain baik dalam peraturan
perundang-undangan maupun yurisprudensi.

Perbandingan Penerapan Vicarious Liability di Beberapa Negara

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, penerapan vicarious
liability di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan antara majikan dan
bawahan, masih terbatas pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dengan berbagai
penafsirannya. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dibahas penerapan vicarious
liability di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda untuk memberikan gambaran yang
lebih luas mengenai konsep hubungan kerja dan pertanggungjawaban atasan
terhadap perbuatan bawahan.

Vicarious liability di Inggris dan Amerika Serikat bertumpu pada dua teori besar
yaitu teori perwakilan yang dikembangkan oleh William Blackstone dan Teori Laski
yang dicetuskan oleh Harold Laski.15 Berdasarkan teori perwakilan, seseorang yang
memperluas kemampuan bertindaknya melalui orang lain, maka tindakan orang
yang ditunjuknya atau diangkatnya selama berada di dalam ruang lingkup
penunjukannya/pengangkatannya dan dilakukan ketika mereka sedang melakukan
pekerjaan untuk mana mereka ditunjuk/diangkat, menjadi tindakan dari orang
yang menunjuk/mengangkat sehingga orang yang menunjuk atau mengangkat
harus bertanggung jawab atas tindakan perwakilannya.l6 Teori perwakilan ini
dimanifestasikan ke dalam prinsip qui facit per alium, facit per se yaitu bahwa
seseorang yang bertindak melalui orang lain bertindak untuk dirinya sendiri.!?

Sementara, berdasarkan Teori Laski, badan usaha harus dipaksa untuk
menginternalisasi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian orang
lain yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya dan pemilik badan usaha dianggap
lebih mampu untuk menanggung biaya tersebut serta mendistribusikannya kembali
ke masyarakat.!® Dalam perkembangannya, konsep vicarious liability juga dianggap
sebagai alat untuk mendorong distribusi kerugian akibat perbuatan melawan
hukum melalui penutupan asuransi oleh majikan dimana majikan dapat
memperhitungkan biaya penutupan asuransi tersebut ke mekanisme penetapan
harga barang/jasa oleh majikan. 19 Melihat kasus-kasus di beberapa negara common
law seperti Inggris dan Amerika Serikat, unsur-unsur vicarious liability secara
umum dilihat dari adanya hubungan antara majikan dengan orang yang melakukan
kesalahan dan keterkaitan antara hubungan tersebut dengan kesalahan atau
kelalaian pelaku.

1. Inggris

Jika melihat sejarah vicarious liability di negara Inggris, pada awalnya
vicarious liability diterapkan terhadap hubungan antara pemberi kerja dengan

15 Daniel Harris, ‘The Rival Rationales of Vicarious Liability’ (2021) 20 (1) Florida State University
Business Review 49, 50-51.

16 Ibid.

17 TR Zinnecker, ‘Corporate Vicarious Liability for Punitive Damages’ 1985 (2) Brigham Young
University Law Review 317, 317.

18 GF Curtis, Vicarious Liability for Tortious Acts’ (1936) 14 (9) Canadian Bar Review 725, 725.

19 Stephen Todd, Vicarious Liability on The Move - But Where Should It Stop?’ (2020) 7 (1) Journal
of International and Comparative Law 1, 3.
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pekerja (ada perjanjian kerja). Mengenai hubungan kerja, dalam kasus Market
Investigations Ltd v Minister of Social Security di Inggris, hakim Cooke J
memutus bahwa untuk menentukan ada tidaknya status hubungan kerja
antara satu orang dengan orang lainnya, ada beberapa faktor yang dapat
dipertimbangkan, antara lain, ada tidaknya kendali dari salah satu pihak,
apakah orang yang melakukan pekerjaan menggunakan peralatannya sendiri,
apakah orang yang melakukan pekerjaan mengangkat bawahannya sendiri,
tingkat risiko keuangan yang diambil oleh orang yang melakukan pekerjaan,
derajat tanggung jawab terhadap investasi dan manajemen yang dia miliki dan
sejauh mana orang yang melakukan pekerjaan memperoleh keuntungan dalam
melaksanakan pekerjaan tersebut.20 Awalnya, pemberi kerja juga hanya
bertanggung jawab atas tindakan bawahannya jika tindakan tersebut
dilakukan atas perintah atau persetujuan majikannya.2! Dalam
perkembangannya, pengadilan di Inggris lebih sering menggunakan ukuran
berikut ini untuk menerapkan vicarious liability: 22

1)  hubungan antara pelaku perbuatan melawan hukum dengan orang yang
mengangkatnya sehingga orang yang mengangkatnya dapat dimintakan
pertanggungjawaban berdasarkan vicarious liability; dan

2) apakah ada keterkaitan yang memadai antara posisi seseorang dengan
perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (close connection test).

Sebagai gambaran untuk kriteria yang pertama, hakim Lord Sumption
dalam kasus Woodland v Swimming Teachers Association dalam rangka
memutuskan apakah sekolah bertanggung jawab atas kelalaian guru renang
yang disediakan oleh vendor lepasan menyatakan bahwa vicarious liability
dapat juga diterapkan dalam hubungan-hubungan yang dapat dianalogikan
dengan hubungan pekerja dan pemberi kerja. 23 Selanjutnya hakim Lord Reed
dalam kasus Cox v Ministry of Justice untuk memutus apakah hubungan
seorang sipir penjara dengan narapidana yang bekerja di bawah arahannya
dan dibayar olehnya dapat dikualifikasi sebagai hubungan yang menimbulkan
vicarious liability menerapkan tes berikut ini: 24

The result of this approach is that a relationship other than one of employment
is in principle capable of giving rise to vicarious liability where harm is
wrongfully done by an individual who carries on activities as an integral part
of the business activities carried on by a defendant and for its benefit (rather
than his activities being entirely attributable to the conduct of a recognisably
independent business of his own or of a third party), and where the

20

21

22

23

24

Ahmad Masum, ‘Analysis of the tests developed by the courts in determining the existence of an
employee or an independent contractor relationship in the imposition of vicarious liability in
Malaysia’ (2014) 22 (1) Pertanika Journal of Social Science and Humanities 99, 106.

Engin Mustafa, ‘The Liability for Employers for The Conduct of Their Employees — When Does an
Employee’s Conduct Fall Within The ‘The Course of Employment?’ (2016) 24 (7) Human
Resources Management International Digest 44, 46.

The Catholic Child Welfare Society and others (Appellants) v Various Claimants (FC) and The
Intsitute of the Brothers of the Christian Schools and others (Respondents), No. EWCA Civ 1106,
Supreme Court of United Kingdom, 21 November 2012.

Barclays Bank plc (Appellant) v Various Claimants (Respondents), No. EWCA Civ 1670, Supreme
Court of United Kingdom, 1 April 2020.

Ibid.
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commission of the wrongful act is a risk created by the defendant by assigning
those activities to the individual in question.” (Emphasis supplied)

Terjemahan bebas:

Hasil dari pendekatan ini adalah bahwa hubungan selain hubungan kerja pada
prinsipnya dapat menimbulkan tanggung jawab atas dasar vicarious liability
ketika kerusakan/kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang yang
menjalankan kegiatan sebagai satu kesatuan dari kegiatan usaha yang
dilakukan oleh tergugat dan untuk manfaat/keuntungan tergugat (bukan
sebagai kegiatan yang sepenuhnya merupakan tindakan dari kegiatan usaha
yang dimilikinya sendiri atau pihak ketiga), dan ketika terjadinya perbuatan
melawan hukum merupakan risiko yang diciptakan oleh tergugat dengan
menugaskan kegiatan-kegiatan tersebut pada orang yang melakukan
kesalahan.

Untuk close connection test dalam kasus Mr. A M Mohamud v WM Morrison
Supermarkets plc,2> Mr. Mohamud diusir dan dianiaya oleh pekerja WM
Morrison Supermarkets, Mr. Khan, saat Mr. Khan sedang menjalankan giliran
bekerjanya di kios yang dioperasikan oleh WM Morrison Supermarkets. Di
tingkat banding, Hakim Christopher Clarke LJ memutus bahwa sekalipun
berdasarkan keadilan ada alasan kuat untuk menuntut WM Morrison
Supermarkets untuk mengganti kerugian Mr. Mohamud tetapi tidak ada
keterkaitan yang memadai antara posisi Mr. Khan dengan perbuatan Mr. Khan
yang menganiaya Mr. Mohamud. Di tingkat kasasi, Hakim Lord Toulson
berpendapat lain dan memutus bahwa lingkup pekerjaan Mr. Khan adalah
untuk melayani dan membantu memenuhi kebutuhan pelanggan.
Tindakannya dalam mengusir Mr. Mohamud merupakan tindakan
menyimpang tetapi tetap di dalam lingkup pekerjaannya. Kejadian berikutnya
bahwa Mr. Khan kemudian menganiaya Mr. Mohamud adalah rangkaian
kejadian yang tidak terputus. Tindakan mengusir dan akhirnya menganiaya
Mr. Mohamud adalah dalam upaya agar Mr. Mohamud tidak kembali ke tempat
usaha WM Morrison Supermarkets yang merupakan pekerjaan. Oleh karena
itu, sekalipun perbuatan Mr. Khan merupakan tindakan yang
menyalahgunakan posisinya sebagai penjaga kios, WM Morrison Supermarkets
telah mempercayainya dengan posisi tersebut sehingga WM Morrison
Supermarkets harus bertanggung jawab atas kerugian Mr. Mohamud. Motif
Mr. Khan dalam hal ini merupakan sesuatu yang tidak relevan. Dari kasus ini
dapat terlihat bahwa ultra vires tidak selalu diterima oleh hakim pengadilan
Inggris dalam memutus apakah seorang atasan bertanggung jawab atas
tindakan bawahan. Tolak ukur yang penting adalah apakah perbuatan pelaku
memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas dan/atau posisi yang diberikan
oleh atasannya.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, di negara bagian California, kerugian yang
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pekerja, yang secara praktis pasti

25

Mr A M Mohamud (in substitution for Mr A Mohamud (deceased)) (Appellant) v WM Morrison
Supermarkets plc (Respondent), No. EWCA Civ 116, Supreme Court of United Kingdom, 2 Maret
2016.
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terjadi dalam melakukan pekerjaannya untuk pemberi kerja, harus ditanggung
oleh pemberi kerja sebagai bagian dari biaya melaksanakan kegiatan
usahanya.26 Salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk menuntut
pertanggungjawaban majikan atau pemberi kerja adalah bahwa perbuatan
pekerja yang menyebabkan kerugian/bahaya bagi orang lain dilaksanakan
dengan persetujuan pemberi kerja atau untuk keuntungan pemberi kerja, atau
dalam hal tidak ada bukti keuntungan, perbuatan tersebut harus merupakan
perbuatan yang biasa dilakukan dalam lingkup pekerjaan pekerja.2”
Selanjutnya, untuk menilai apakah perbuatan pekerja adalah dalam ruang
lingkup pekerjaannya maka harus dipertimbangkan apakah (1) perbuatan
yang dilakukan diperlukan atau biasa dilakukan untuk melaksanakan
kewajibannya dan (2) apakah kesalahan pekerja dapat secara wajar
diperkirakan oleh pemberi kerja.2® Dapat secara wajar diperkirakan berarti
bahwa perbuatan pekerja bukanlah suatu hal yang luar biasa atau
mengejutkan sehingga menjadi tidak adil untuk memasukkan kerugian yang
diakibatkan perbuatan pekerja tersebut ke biaya untuk melaksanakan
kegiatan usaha pemberi kerja.2® Dengan demikian, untuk menerapkan
vicarious liability, harus ada kausalitas antara perbuatan melawan hukum
pekerja dan ruang lingkup pekerjaannya untuk memastikan bahwa
pembebanan tanggung jawab kepada pemberi kerja sudah adil.3°

Dalam kasus Purton v. Marriott Intl, Inc., seorang bartender yang
dipekerjakan oleh hotel Marriott International, mengkonsumsi minuman
beralkohol dalam sebuah pesta yang diselenggarakan oleh pemberi kerja.
Dalam perjalanan pulang ketika ia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk
untuk mengantar rekan kerjanya, bartender tersebut menyebabkan
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa Dr. Jared Purton.
Dalam kasus tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa pemberi kerja dapat
saja dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan bawahannya selama
kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukan selama menjalankan ruang
lingkup pekerjaan bartender. Persoalan bahwa kerugian terjadi saat pekerja
sudah tidak sedang menjalankan ruang lingkup pekerjaan bartender menjadi
tidak relevan. Selanjutnya dari fakta yang ada hakim mempertimbangkan
bahwa, pelaku mengkonsumsi alkohol dalam pesta yang diselenggarakan
pemberi kerja yang tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi kerja
pekerja dan mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. Oleh karena
itu, hakim memutus bahwa bartender sedang melakukan lingkup
pekerjaannya saat mengkonsumsi alkohol. Persoalan bahwa kecelakaan terjadi
pada saat pekerja dalam perjalanan mengantar rekan kerjanya menjadi tidak
relevan. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, hakim memutus bahwa
pemberi kerja, dalam hal ini Marriott International, Inc., harus bertanggung

26
27
28

29
30

Moreno v. Visser Ranch, Inc., No. F075822, Court of Appeal of California, 20 Desember 2018.
Purton v. Marriott Int'l, Inc., No. D060475, Court of Appeal of California, 31 Juli 2013.
Halliburton Energy Services., Inc. v. Department of Transportation, No. F064888, Court of Appeal
of California, 1 Oktober 2013.

Ibid.

A Sanger, ‘Case and Comment — Corporate Liability for Breaches of International Law Abroad:
Canadian Supreme Court Opens the Door but Questions Remain’ (2020) 79 (3) Cambridge Law
Journal 381.
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jawab dan mengganti kerugian kepada keluarga Dr. Jared Purton. 3! Dari kasus
ini, dapat terlihat bahwa hakim di Amerika Serikat dalam menafsirkan apakah
suatu perbuatan masuk dalam ruang lingkup pekerjaan seorang pekerjanya
maka hakim akan menilai apakah perbuatan dari pekerjanya memiliki manfaat
dan nilai tambah bagi pemberi kerja.32

Belanda

Di Belanda, dalam KUHPerdata Belanda yang baru (Nieuw BW),
pertanggungjawaban majikan dan bawahan diatur dalam 2 (dua) ketentuan
yang berbeda, yaitu Pasal 6:170 untuk majikan dan bawahan yang memiliki
hubungan kerja (ada hierarki) serta Pasal 6:171 untuk orang yang melakukan
jasa/pekerjaan atas instruksi orang lain dalam perjanjian jasa atau perjanjian
pemborongan kerja. Perihal tanggung jawab majikan dan bawahan yang terikat
perjanjian kerja, ayat 1 dari Pasal 6:170 NBW secara umum mengatur bahwa
seorang majikan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga
yang diakibatkan oleh perbuatan bawahannya apabila risiko atas kesalahan
yang menimbulkan kerugian tersebut meningkat karena adanya penugasan
dari majikan dan majikan, karena hubungan hukumnya dengan bawahan,
memiliki kendali33 atas perilaku yang merupakan kesalahan tersebut.3* Dari
ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa biasanya majikan tidak
bertanggung jawab atas tindakan bawahan yang tidak berada di bawah
pengawasannya, misalnya tindakan yang dilakukan diluar jam kerja. Tetapi
hal ini akan berbeda jika bawahan melakukan kesalahan berdasarkan
informasi atau hal-hal yang telah disediakan oleh majikan.35 Selanjutnya, ayat
2 dari Pasal 6:170 NBW mengatur bahwa apabila majikan ketika menugaskan
bawahan bertindak sebagai perorangan dan tidak menjalankan profesi
bisnisnya (seperti pada hubungan antara pengasuh bayi atau asisten rumah
tangga), maka majikan hanya bertanggung jawab apabila, bawahan, ketika
melakukan kesalahan, sedang menjalankan kewajiban yang ditugaskan
kepadanya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab
majikan sepanjang bawahan bertindak dalam rangka memenuhi instruksi
majikan.36

Untuk hubungan yang tercipta karena adanya perjanjian pemborongan
kerja maka berdasarkan Pasal 6:171, pengguna jasa ikut bertanggung jawab
atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh kesalahan penyedia jasa yang
dilakukan pada saat melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh
pengguna jasa.37” Persyaratan tanggung jawab pengguna jasa adalah harus ada
kemungkinan bagi yang menderita kerugian untuk menganggap bahwa
pengguna jasa dan penyedia jasa merupakan suatu entitas.3® Dengan

31
32

33
34

35
36
37
38

Purton v. Marriott Int'l, Inc (n 27).

Jennifer Arlen & Reinier Kraakman, ‘Controlling Corporate Misconduct: An Anaysis of Corporate
Liability Regimes’ (1997) 72 (4) New York University Law Review 687, 704.

JW Neyers, ‘A Theory of Vicarious Liability’ (2005) 43 (2) Alberta Law Review 287, 292.

Dutch Civil Law, ‘Dutch Civil Code Book 6 The Law of Obligations’ (Dutch Civil Law)
<http://www.dutchcivillaw.com /civilcodebook066.htm> diakses 31 Juli 2023.

Rosa Agustina, Suharnoko, et.al., Hukum Perikatan (Pustaka Larasan 2012) 36.

Ibid.

Dutch Civil Law (n 34).

Agustina (n 35) 38.
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demikian, harus ada hubungan fungsional antara pengguna jasa dan penyedia
jasa, sebagai contoh, kontraktor dan sub-kontraktor memiliki hubungan
fungsional satu sama lain. Oleh karena itu, kontraktor harus ikut bertanggung
jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan subkontraktor.39

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai Batasan Vicarious Liability

Dalam bagian sebelumnya telah dipaparkan bahwa, di Indonesia, vicarious
liability terhadap perseroan terbatas dapat dikecualikan berdasarkan adanya
perjanjian kerja antara perseroan terbatas dengan karyawan yang menyatakan
bahwa jika karyawan bertindak diluar kewenangan maka karyawan harus
bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini tentunya tidak terlalu menguntungkan
bagi korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum karyawan
karena perjanjian kerja adalah dokumen privat antara perseroan dengan karyawan.
Pihak ketiga tidak mungkin mengetahui isi dari dokumen privat tersebut. Selain itu,
perjanjian kerja seharusnya tidak mengikat pihak ketiga yang bukan merupakan
pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan ditarik garis
penghubung antara prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan tanggung
jawab perseroan terbatas terhadap perbuatan melawan hukum karyawan yang
merugikan pihak ketiga.

Tata kelola perusahaan yang baik didefinisikan dalam cara yang berbeda-beda
oleh berbagai ahli, antara lain (1) seperangkat pedoman yang mengatur proses tawar
menawar antara manajemen dengan pemegang saham, (2) cara dimana sebuah
organisasi dikelola dan sifat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik
perusahaan, dan (3) alat pengendalian perilaku dan perbuatan manajemen dalam
pengelolaan perusahaan.®© Dari tulisan-tulisan yang ada tentang tata kelola
perusahaan yang baik, prinsip ini lebih banyak dikaitkan dengan perlindungan
terhadap pemegang saham minoritas dan keterbukaan informasi mengenai jalannya
perusahaan. Tetapi tata kelola perusahaan sebetulnya diperlukan sebagai pedoman
pertanggungjawaban individu-individu yang relevan bukan hanya terhadap
pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan.4! Pemangku
kepentingan disini bisa mencakup pihak manapun yang melakukan hubungan
hukum dengan perseroan terbatas yang meliputi kreditur, pemasok, konsumen,
mitra, karyawan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penerapan tata kelola
perusahaan yang baik memegang peranan penting ketika membahas vicarious
liability terhadap perseroan terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebetulnya
tidak memuat satu ketentuan pun perihal kewajiban perseroan terbatas untuk
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tetapi dalam penjelasan pasal 4
disebutkan bahwa berlakunya undang-undang ini tidak mengurangi kewajiban
setiap perseroan terbatas untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas

39 Hein Kernkamp, ‘Construction Liability’ (Minerva Advocaten, 27 April 2020) <https://minerva-
advocaten.nl/en/news/construction-liability> diakses 31 Juli 2023.

40 J.O. Okpara, ‘Corporate governance in a developing economy: barriers, issues, and implication
for firms’ (2011) 11 (2) Corporate Governance, The International Journal of Business in Society
184, 185-186.

41 Ruth V. Aguilera, ‘Corporate Governance and Director Accountability: An Institutional

Comparative Perspective’ (2005) 16 British Journal of Management 39, 51.
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kepatutan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan
perseroan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik kemudian dapat ditemukan
pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor
khusus seperti badan usaha milik negara, perbankan dan perusahaan asuransi.
Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara, Direksi BUMN melakukan pengurusan BUMN
dengan berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.+2
Sejalan dengan hal ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, khususnya Pasal 1 ayat (7), tata
kelola yang baik diartikan sebagai tata cara pengelolaan bank yang menerapkan
keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.+3
Hal serupa juga dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan
Perasuransian.*+

Dari peraturan-peraturan yang secara khusus memaparkan penerapan tata
kelola perusahaan yang baik,*s dapat ditarik kesimpulan bahwa penting untuk
memiliki bagian yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang bertanggung jawab
kepada Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Satuan kerja atau pegawai yang
menjalankan fungsi kepatuhan harus memastikan kegiatan perusahaan berjalan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, satuan kerja ini
juga wajib menyusun dan melakukan pengkinian terhadap setiap pedoman kerja,
prosedur operasional baku dan sistem yang dijalankan oleh perusahaan.
Selanjutnya, fungsi audit internal dan audit eksternal juga diperlukan untuk
memantau, memeriksa dan menilai kinerja perusahaan dan memantau risiko-risiko
yang dihadapi perusahaan. Fungsi kepatuhan yang didukung dengan adanya fungsi
audit diharapkan membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban direksi dalam
menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif dan efisien
sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan sesuai
dengan strategi bisnis, anggaran dasar, aturan internal perusahaan dan peraturan
perundang-undangan. Aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang
dilakukan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi dan tata kelola
perusahaan termasuk mengenai verifikasi, penilaian kinerja, pembagian tugas dan
kewenangan antar unit. Selain itu pengendalian internal juga meliputi penyajian
laporan mengenai kegiatan perusahaan, dan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi
penyimpangan pada setiap tingkat atau unit dalam struktur organisasi dan tata
kelola perusahaan.

42 Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara.

43 Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Umum.

44 Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

45 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman
Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
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Dari perspektif masyarakat internasional, menurut Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD), prinsip tata kelola perusahaan yang baik
dapat dicapai dengan menyediakan informasi yang akurat dan insentif yang
memadai bagi pemegang saham, direksi dan komisaris, karyawan dan pemangku
kepentingan yang relevan agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik.46
Prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini oleh OECD dijabarkan ke dalam enam
elemen utama yaitu (1) kerangka tata kelola perusahaan yang efektif; (2) hak dan
perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama; (3)
investor institusional, pasar modal dan perantara lainnya; (4) pengungkapan dan
transparansi; (5) tanggung jawab organ perusahaan (board); dan (6) keberlanjutan
dan ketahanan usaha.*”

Dikaitkan dengan isu utama dalam artikel ini, prinsip tata kelola perusahaan
yang baik yang paling relevan adalah elemen kelima yakni tanggung jawab organ
perusahaan. Organ perusahaan yang dimaksud oleh OECD disini, jika diterapkan
dalam konteks hukum perseroan terbatas di Indonesia, adalah direksi dan
komisaris. Perlu digarisbawahi bahwa direksi dan komisaris tidak dapat dikatakan
sebagai pekerja atau karyawan perseroan. Hal ini karena direksi dan komisaris
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta memiliki tugas dan wewenang
untuk melakukan pengurusan perseroan.4® Oleh karena itu, direksi dan komisaris
lebih tepat digolongkan sebagai pengusaha daripada pekerja. Sebagai pihak yang
berwenang untuk mengurus perseroan, maka pengelolaan dan pengawasan
terhadap tindakan karyawan berada di dalam lingkup tanggung jawab direksi dan
komisaris.

Dalam rekomendasi OECD tentang prinsip tata kelola perusahaan yang baik,*9
direksi dan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja perusahaan dan
mencapai hasil yang baik sambil tetap menjaga adanya benturan kepentingan dan
keseimbangan persaingan dalam perusahaan. Sejalan dengan hal ini, direksi dan
komisaris memegang peranan kunci dalam menetapkan nilai-nilai etika dalam
perusahaan yang dapat dituangkan dalam kode perilaku bagi seluruh anggota
perusahaan. Kode perilaku ini disusun bukan hanya sekedar mengacu pada
peraturan perundang-undangan tetapi juga berdasarkan standar profesional dan
kode etik yang berlaku luas. Kode perilaku juga sekurang-kurangnya mengatur
batasan yang jelas tentang benturan kepentingan. Selain itu, direksi dan komisaris
secara bersama-sama juga memiliki fungsi utama untuk:

1) Memeriksa dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana kerja, anggaran
tahunan dan rencana bisnis; menetapkan acuan kinerja; mengawasi
pelaksanaan kegiatan dan kinerja perusahaan; dan memantau pengeluaran
modal, akuisisi dan divestasi;

2)  Memeriksa dan menilai kebijakan dan prosedur manajemen risiko;

46 OECD, ‘Recommendation of the Council on Principles of Corporate Governance’ (OECD, 8 Juni
2023) <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0413> diakses 1
Agustus 2023.

47 Ibid.

48 Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

49 OECD (n 46).
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3) Memantau efektivitas praktek tata kelola perusahaan dan mengadakan
perubahan jika diperlukan;

4)  Memilih, mengawasi dan memantau kinerja dari karyawan kunci dan jika perlu
melakukan penggantian dan mengawasi rencana penggantian karyawan kunci;

S5) Menyesuaikan remunerasi karyawan kunci, direksi dan komisaris dengan
kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham;

6) Memastikan proses pencalonan dan pemilihan direksi dan komisaris yang
transparans;

7) Mengawasi dan mengelola potensi benturan kepentingan termasuk
penyalahgunaan aset perusahaan dan transaksi afiliasi;

8) Memastikan integritas dari sistem pelaporan dan akuntansi perusahaan,
termasuk auditor eksternal dan memastikan bahwa sistem pengendalian
diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan standar yang relevan dan;

9) Memantau proses keterbukaan informasi dan komunikasi dengan para
pemangku kepentingan.

Untuk memastikan direktur dan komisaris menjalankan fungsi-fungsi tersebut
dengan baik maka dapat dibentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan
fungsi-fungsi yang dimaksud termasuk komite audit, komite pengendalian internal
dan komite-komite lain yang dapat disesuaikan dengan skala usaha, struktur,
kompleksitas dan profil risiko perusahaan yang dimaksud.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perseroan sebagai
subjek hukum fiktif, yang dijalankan oleh para pengurus yaitu direksi dan
komisaris, memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem tata kelola yang memadai
untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan perseroan. Dalam rangka
mencegah adanya tindakan yang merugikan pihak lain, perseroan harus
menjalankan fungsi kepatuhan dan pengendalian internal yang disesuaikan dengan
skala usaha dan kapasitas perseroan itu sendiri. Semakin besar sebuah perseroan,
semakin banyak kantor cabang yang dimiliki sebuah perseroan maka semakin ketat
pula fungsi pengendalian internal harus dilakukan. Penyusunan SOP dan dokumen
serupa saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa sebuah perseroan telah
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Harus ada sistem pengendalian
internal yang memastikan SOP itu dijalankan. Dengan demikian, tindakan-tindakan
diluar kewenangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dicegah.

Prinsip Kewajaran Dalam Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab

Apabila hanya berbicara dalam kerangka hukum yang mengatur perbuatan
melawan hukum memang tidak ada ketentuan yang mengatur perihal prinsip
kewajaran. Akan tetapi dalam kasus vicarious liability terhadap perseroan terbatas,
muncul pertanyaan apakah ketika korban sebenarnya sepatutnya mengetahui
bahwa tindakan karyawan tidak seharusnya dilakukan, korban tetap dapat
meminta ganti rugi kepada perseroan terbatas. Sebagai ilustrasi, dalam hal seorang
pegawai bank menawarkan produk keuangan yang dikelola oleh koperasi simpan
pinjam, apakah nasabah bank dapat meminta ganti rugi pada bank sekalipun
nasabah tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui produk keuangan yang
ditawarkan bukanlah produk keuangan bank tempat pegawai tersebut bekerja.
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Kewajaran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata
wajar yang berarti menurut keadaan yang ada atau sebagaimana mestinya. Dengan
demikian, kewajaran harusnya dinilai dari keadaan yang terkait. Jika akan menilai
kewajaran dari suatu perbuatan maka perlu menilai perbuatan tersebut terhadap
subjeknya, waktu, tempat dan/atau keadaan yang sesuai dengan hal yang
berimbang dan perlakuan yang memang seharusnya dilakukan dalam keadaan
tersebut.50 Prinsip kewajaran sebetulnya dimuat juga dalam prinsip tata kelola
perusahaan yang baik dan didefinisikan sebagai kesetaraan, keseimbangan, dan
keadilan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan.5! Dalam hukum
perikatan di Indonesia, prinsip kewajaran seringkali diterapkan dalam hubungan
kontraktual dan bukan dalam kerangka hukum perbuatan melawan hukum. Prinsip
kewajaran dalam hubungan kontraktual, dapat diuraikan dengan memahami asas
itikad baik dan asas keseimbangan. Itikad baik dapat ditafsirkan sebagai kehendak
jujur, setia pada kewajiban atau perikatan, taat pada standar usaha yang wajar atau
adil dalam perdagangan atau bisnis tertentu, atau tidak bermaksud menipu atau
memperoleh keuntungan secara tidak adil.52 Sementara itu asas keseimbangan
dalam hubungan kontraktual diartikan sebagai asas yang layak atau adil.53

Dari pemaparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa prinsip kewajaran
dapat diartikan sebagai prinsip yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan
dalam menilai suatu perbuatan dengan mempertimbangkan segala keadaan yang
relevan sehingga didapatkan perbuatan yang sebagaimana mestinya dilakukan.
Artinya untuk memutuskan apakah seseorang bertanggung jawab atas suatu
perbuatan maka perlu dilihat kondisi, konteks, situasi, keterlibatan, dan pengaruh
orang tersebut dalam perbuatan tersebut.

Dikaitkan dengan kerangka hukum perbuatan melawan hukum yang menjadi
dasar adanya prinsip vicarious liability dalam hukum Indonesia, prinsip kewajaran
tidak diatur secara tegas dan belum banyak (jika bukan belum sama sekali)
diterapkan dalam praktik pengadilan. Apalagi jika penilaian prinsip kewajaran ini
dilihat dari sudut pandang apakah wajar bagi korban untuk mengasumsikan
adanya hubungan kerja antara karyawan dengan perseroan terbatas. Tetapi, seperti
yang telah dikemukakan di awal bagian ini, akan menjadi tidak adil bagi perseroan
terbatas untuk menanggung semua kerugian yang diderita korban, jika kerugian
yang timbul ternyata diakibatkan oleh kelalaian korban. Hal ini pada akhirnya juga
akan mempengaruhi hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan
melawan hukum yang terjadi. Mengacu pada pendapat Moegni, apabila kerugian
disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain dan
kesalahan korban, maka pelaku hanya berkewajiban untuk membayar sebagian
kerugiannya.5* Oleh karena itu, ketika korban semestinya mengetahui bahwa

50 Rachmad Robby Nugraha, dkk, ‘Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan Dengan tanggung
Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas’ (2018) 3 (2) JIPPK 176, 180.

51 Pasal 2 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

52 Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, et. al, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi,
(Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH 2021)13.

53 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian

Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia (Citra Aditya Bakti 2015) 307.
54 Djojodirdjo (n 4) 100.
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karyawan bertindak di luar lingkup pekerjaannya, korban juga telah melakukan
kesalahan. Dengan demikian, prinsip kewajaran juga seharusnya dapat
memberikan batasan pada penerapan vicarious liability terhadap perseroan terbatas.

PENUTUP

Dalam rangka menuntut pertanggungjawaban perseroan terbatas atas
perbuatan melawan hukum karyawan yang menyebabkan kerugian pada orang lain
maka perbuatan melawan hukum karyawan harus dilakukan dalam konteks atau
lingkup pekerjaan karyawan. Dalam hal ini, ada tidaknya instruksi dari perseroan
terbatas menjadi kurang relevan karena perseroan terbatas sebagai majikan adalah
subjek hukum fiktif yang diwakili oleh para organ dan karyawannya. Lingkup
pekerjaan yang dimaksud disini sebaiknya tidak hanya sekedar dibatasi oleh ada
tidaknya kewenangan dari karyawan atau kesesuaian dengan job description
karyawan. Tetapi, lebih kepada pertimbangan apakah perbuatan melawan hukum
tersebut diakibatkan atau memiliki keterkaitan dengan posisi pelaku sebagai
karyawan perseroan terbatas. Apabila perbuatan melawan hukum pelaku tidak
diakibatkan oleh posisinya sebagai karyawan atau tidak memiliki keterkaitan
dengan tugas pelaku sebagai karyawan perseroan terbatas maka perseroan terbatas
tidak dapat diminta untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang ditimbulkan oleh
perbuatan melawan hukum karyawannya.

Perseroan terbatas juga dapat dikecualikan dari kewajiban menanggung
kerugian orang lain yang diakibatkan oleh karyawannya apabila bahkan setelah
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perseroan terbatas
melalui organnya tidak dapat mencegah perbuatan melawan hukum karyawan yang
merugikan orang lain. Mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik berarti
perseroan terbatas harus memiliki kode perilaku yang secara konsisten
diberlakukan kepada para karyawannya dan menerapkan mekanisme pengawasan
kepatuhan karyawan terhadap kode perilaku secara ketat dan berkala serta
memberlakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap karyawan. Perlu
digarisbawahi bahwa memiliki kode perilaku bagi karyawan saja tidak cukup untuk
membebaskan perseroan terbatas dari tanggung jawabnya. Penerapan mekanisme
pengendalian internal khususnya pengawasan terhadap kepatuhan karyawan lah
yang dapat menjadi pembelaan bagi perseroan terbatas dalam penerapan vicarious
liability.

Di lain sisi, pihak ketiga yang mengadakan perikatan dengan sebuah perseroan
terbatas harus senantiasa beritikad baik dengan memastikan bahwa ia berhadapan
dengan orang yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan
terbatas. Dalam hal tertentu, pihak ketiga dapat mengandalkan asumsi, dengan
tetap memperhatikan kewajaran, bahwa orang yang mewakili perseroan terbatas
bertindak dalam lingkup pekerjaan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas. Prinsip
kewajaran disini berarti orang pada umumnya dalam keadaan yang sama akan
memiliki asumsi yang sama yakni bahwa karyawan sedang menjalankan lingkup
pekerjaannya.
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